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Tujuan penelitian ini untuk menilai penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) 
yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan karena diterapkannya Self 
Assessment System dalam penghitungan PPh dapat menimbulkan celah bagi Wajib 
Pajak untuk melakukan tindak kecurangan terhadap penghitungan PPh.  
Jenis penelitian adalah studi kasus di PT. XXX. Data diperoleh dengan 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan analisis komparasi yaitu analisis data yang dilakukan dengan 
membandingkan penghitungan PPh menurut perusahaan dengan penghitungan 
PPh menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghitungan PPh yang dilakukan 
oleh perusahaan belum mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan 
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The purpose of this research was to assess the calculation of Income Tax 
which was done by the company based on the tax laws and regulations. This 
research was conducted because the implementation of Self Assessment System in 
the calculation of income tax can make taxpayers to commit fraud against the law. 
This type of research is a case study at XXX company. The data were 
gathered by conducting interview and documentation. The data analysis technique 
used in this research was comparative analysis, which is analyzing data by 
comparing the income tax calculated by the company with the income tax by the 
taxation laws and regulations.  
The results showed that the income tax calculated by the company had not 

















A. Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia ada bermacam-macam jenis pajak yang dikenakan 
kepada Wajib Pajak. Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia ialah 
Pajak Penghasilan (PPh). PPh ini biasanya dikenakan kepada orang pribadi 
dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 
satu tahun pajak yang saat ini diatur dalam Undang–Undang Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. 
Bagi Wajib Pajak badan terutama perusahaan, pajak merupakan suatu 
beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 
akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil 
mungkin. Hal ini mengakibatkan perusahaan akan berusaha untuk 
menghindari pajak atau bahkan melakukan penggelapan pajak. Selain itu, 
setiap Wajib Pajak dalam membayar pajak tidak mendapatkan kontraprestasi 
secara langsung sehingga akan ada kemungkinan bahwa Wajib Pajak tersebut 
akan melakukan tindak kecurangan. Sedangkan bagi negara, pajak merupakan 
salah satu sumber pendapatan penting negara yang nantinya akan 
dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara. Oleh sebab itu, 
pemerintah mengharapkan agar perusahaan dapat taat dalam membayar pajak. 
Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia ialah 
menggunakan Self Assessment System. Menurut Waluyo (2010:17), Self 
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Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya 
pajak yang harus dibayar. Dengan adanya sistem ini, maka akan menimbulkan 
peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan. Hal 
ini dikarenakan besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib 
Pajak tersebut hanya diketahui oleh Wajib Pajak itu sendiri.  
Dalam melakukan penghitungan terhadap PPh yang terutang harus 
mengacu dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal 
ini sangat penting karena penghitungan PPh sangat menentukan besarnya 
pajak yang harus dibayar perusahaan agar nantinya tidak menimbulkan 
kerugian bagi perusahaan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pemahaman 
bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kekurangpahaman 
perusahaan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penghitungan PPh 
yang terutang. Kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan dalam menentukan 
pendapatan dan biaya yang boleh diakui menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Apabila hal ini terjadi, maka akan dapat 
merugikan pihak perusahaan maupun pihak pemerintah. Akan tetapi, apabila 
perusahaan telah melakukan penghitungan PPh sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka perusahaan tidak akan 
mendapatkan sanksi perpajakan. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini ialah apakah penghitungan PPh terutang yang dilakukan 
oleh perusahaan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku saat ini? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menilai penghitungan PPh yang 
dilakukan oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan 
evaluasi dalam melakukan penghitungan PPh yang terutang sehingga 
dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 
berlaku. 
 
2. Bagi Penulis 
Penelitian ini mampu memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Selain itu, juga dapat 
memperdalam pengetahuan penulis dalam hal perpajakan. 
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3. Bagi Pembaca 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 
pembaca dalam memecahkan permasalahan yang sama. Selain itu, juga 
dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dalam hal 
perpajakan, khususnya tentang PPh badan. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Berikut ini ialah sistematika penulisan dari penelitian yang akan dilakukan 
secara garis besar: 
Bab I :  Pendahuluan 
Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II :  Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini berisi mengenai teori–teori yang mendasari 
penulisan ini, antara lain membahas mengenai pajak secara 
umum, pajak penghasilan, dan juga rekonsiliasi laporan 
keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.  
Bab III :  Metode Penelitian 
Pada bab ini berisi mengenai jenis penelitian, subjek dan objek 
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Bab IV :  Gambaran Umum Perusahaan 
Pada bab ini berisi mengenai sejarah berdirinya perusahaan; 
maksud dan tujuan pendirian; prinsip, visi, dan misi perusahaan; 
struktur organisasi; susunan pengurus; serta kebijakan akuntansi.   
Bab V :  Analisis Data dan Pembahasan 
Pada bab ini berisi mengenai analisis serta pembahasan tentang 
data-data yang telah diperoleh setelah penelitian untuk 
mengetahui hasil dari rumusan masalah. 
Bab VI :  Penutup 



















1. Pengertian Pajak 
Menurut Pasal 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat.    
 
2. Fungsi Pajak 
Pajak memiliki dua fungsi, antara lain: 
a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 
pembiayaan pengeluaran–pengeluaran pemerintah.  
b. Fungsi Mengatur (Reguler) 
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 
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3. Pengelompokan Pajak 
Pajak dapat dikelompokan ke dalam tiga kelompok, antara lain: 
a. Menurut Golongan 
Pajak dibedakan menjadi dua, antara lain: 
1) Pajak Langsung 
Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan 
kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib 
Pajak yang bersangkutan. 
2) Pajak Tidak Langsung 
Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada 
pihak lain. 
 
b. Menurut Sifat 
Pajak dibedakan menjadi dua, antara lain: 
1) Pajak Subjektif 
Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, 
dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
2) Pajak Objektif 
Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa 
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c. Menurut Pemungut dan Pengelolanya 
Pajak dibedakan menjadi dua, antara lain: 
1) Pajak Pusat 
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga negara. 
2) Pajak Daerah 
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga daerah. 
 
4. Tarif Pajak 
Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak 
yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam 
persentase. Ada 4 macam jenis tarif pajak, antara lain: 
a. Tarif Pajak Proporsional/ Sebanding. 
Merupakan tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah 
berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Semakin besar dasar 
pengenaan pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak yang terutang 
dengan kenaikan secara proporsional/ sebanding. 
b. Tarif Pajak Progresif. 
Merupakan tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila 
jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.  
Tarif pajak progresif ini dibedakan menjadi beberapa tarif, sebagai 
berikut: 
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1) Tarif Progresif Progresif 
Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar. 
2) Tarif Progresif Tetap 
Kenaikan persentase pajaknya tetap. 
3) Tarif Progresif Degresif 
Kenaikan persentase pajaknya semakin kecil. 
c. Tarif Pajak Degresif 
Merupakan persentase pajak yang semakin menurun apabila jumlah 
yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. 
d. Tarif Pajak Tetap 
Merupakan tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) 
terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh 
karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. 
 
5. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi: 
a. Official Assessment System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 
pajak yang terutang.  
Ciri–ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 
fiskus. 
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2) Wajib pajak bersifat pasif. 
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 
fiskus. 
 
b. Self Assessment System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk 
menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 
besarnya pajak yang harus dibayar.  
Ciri–ciri Self Assessment System adalah sebagai berikut: 
1) Wajib Pajak (dapat dibantu oleh Konsultan Pajak) melakukan 
peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
2) Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggungjawab penuh atas 
kewajiban perpajakannya sendiri. 
3) Pemerintah dalam hal ini Instansi Perpajakan hanya melakukan 
pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan 
pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang pajak sesuai 
peraturan yang berlaku.   
 
c. Withholding System 
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut 
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besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri–ciri Withholding 
System adalah sebagai berikut: 
1) Pihak ketiga memiliki peran aktif dalam menentukan besarnya 
pajak penghasilan yang terutang. 
2) Fiskus hanya berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan 
maupun tindakan penyitaan jika ada indikasi pelanggaran 
perpajakan.  
 
B. Pajak Penghasilan (PPh) 
1. Pengertian PPh 
Menurut Resmi (2009:80), PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap 
subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 
suatu tahun pajak.  
 
2. Subjek PPh 
Yang menjadi subjek pajak (Pasal 2 UU PPh) ialah sebagai berikut: 
a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
menggantikan yang berhak. 
b. Badan 
Yaitu sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi: 
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1) Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan 
lainnya. 
2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun. 
3) Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, 
Yayasan. 
4) Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi 
Lainnya. 
5) Lembaga dan bentuk badan lainnya  
c. Bentuk Usaha Tetap 
Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak 
bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia 
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 
bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 
1) Tempat kedudukan manajemen. 
2) Cabang perusahaan. 
3) Kantor perwakilan. 
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8) Ruang untuk promosi dan penjualan. 
9) Pertambangan dan penggalian sumber alam. 
10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi. 
11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan. 
12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. 
13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang 
lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan. 
14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya 
tidak bebas. 
15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan 
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi 
asuransi atau menanggung resiko di Indonesia. 
16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 
disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik 
untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.  
 
Yang tidak termasuk dalam subjek PPh (Pasal 3 UU PPh) adalah sebagai 
berikut: 
a. Kantor perwakilan negara asing 
b. Pejabat–pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat– 
pejabat lain dari negeri asing, dan orang–orang yang diperbantukan 
kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama– 
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sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di 
Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan 
atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan 
perlakuan timbal balik. 
c. Organisasi–organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan 
Menteri Keuangan, dengan syarat: 
1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 
2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 
penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada 
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 
d. Pejabat–pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan 
dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga 
negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau 
pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 
 
3. Objek PPh 
Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang menjadi objek pajak adalah 
penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, termasuk: 
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a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 
komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang–undang ini. 
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 
c. Laba usaha. 
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 
1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 
penyertaan modal. 
2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan 
badan lainnya. 
3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 
4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 
garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 
pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang 
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,  
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pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak–pihak 
yang bersangkutan. 
5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, 
atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang. 
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen 
dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa 
hasil usaha koperasi. 
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 
n. Premi asuransi. 
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 
terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 
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p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak. 
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang–undang yang 
mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 
s. Surplus Bank Indonesia. 
 
Menurut Pasal 4 ayat (2) UU PPh, penghasilan yang dapat dikenai pajak 
bersifat final, antara lain: 
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan 
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 
b. Penghasilan berupa hadiah undian. 
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham 
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang 
diterima oleh perusahaan modal ventura. 
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau 
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan 
tanah dan/ atau bangunan. 
e. Penghasilan tertentu lainnya. 
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Menurut Pasal 4 ayat (3) UU PPh, yang dikecualikan dari objek pajak 
adalah: 
a.1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan 
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama 
yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan 
yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh 
penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, 
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 
menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang 
tidak ada hubungan dengan usaha pekerjaan, kepemilikan, atau 
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 
b.   Warisan. 
c.  Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai 
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 
d.  Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari 
Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan 
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Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau 
Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus. 
e.  Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 
f.  Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan 
Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha 
Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal 
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 
Indonesia dengan syarat: 
1)  Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 
2)  Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan 
Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham 
pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua 
puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor. 
g.  Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya 
telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi 
kerja maupun pegawai. 
h.  Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam 
bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
Keuangan. 
i.  Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 
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persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit 
penyertaan kontrak investasi kolektif. 
j.  Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 
berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 
pasangan usaha tersebut: 
1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang 
menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
2)  Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 
k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur 
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  
l.  Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 
bergerak dalam bidang pendidikan dan/ atau bidang penelitian dan 
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang 
membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan 
prasarana kegiatan pendidikan dan/ atau penelitian dan pengembangan, 
dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya 
sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur 
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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4. Biaya–Biaya yang Dapat Dikurangkan 
Menurut UU PPh Pasal 6 ayat (1), biaya–biaya yang dapat dikurangkan 
dari penghasilan bruto, antara lain: 
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 
kegiatan usaha, antara lain: 1) Biaya pembelian bahan; 2) Biaya 
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, 
honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam 
bentuk uang; 3) Bunga, sewa, dan royalti; 4) Biaya perjalanan; 5) 
Biaya pengolahan limbah; 6) Premi asuransi; 7) Biaya promosi dan 
penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan; 8) Biaya administrasi; 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan. 
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain 
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. 
c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 
Menteri Keuangan. 
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 
digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan.  
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.  
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 
Indonesia.  
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. 
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h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:  
1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. 
2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 
ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.  
3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri 
atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau 
adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ 
pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; 
atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; 
atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah 
dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. 
4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk 
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil yang 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 
i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang 
dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23 
 
l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
5. Biaya–Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan 
Menurut UU PPh Pasal 9 ayat (1), biaya–biaya yang tidak dapat 
dikurangkan adalah sebagai berikut: 
a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti 
dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi 
kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 
b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
pemegang saham, sekutu, atau anggota.  
c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 
1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha 
lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, 
perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.  
2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial 
yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan. 
4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 
5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. 
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6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan 
limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang 
ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut 
dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. 
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 
makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau 
imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  
f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai 
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 
g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali 
sumbangan serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau 
lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau 
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang 
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dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
h. Pajak Penghasilan. 
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 
Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. 
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 
perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.  
k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 
pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-
undangan di bidang perpajakan. 
 
6. Perlakuan Pajak Terhadap Biaya–Biaya Tertentu 
Beberapa biaya yang mendapat perlakuan tertentu, antara lain: 
a. Biaya Entertainment 
Biaya entertainment atau jamuan dan sejenisnya dapat dikurangkan 
sebagai biaya dengan syarat: 
1) Benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan 
usaha Wajib Pajak. 
2) Dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan 
PPh, yang memuat nomor urut, tanggal dan jenis entertainment, 
nama tempat, alamat, jumlah, nama relasi, posisi, nama 
perusahaan, jenis usaha.  
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b. Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan 
1) Biaya perolehan atau pembelian ponsel yang dimiliki dan 
dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan 
atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan 
sebesar 50% (lima puluh persen) melalui penyusutan aktiva 
kelompok I. 
2) Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan 
ponsel tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan 
sebesar 50% (lima puluh persen). 
3) Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan 
sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan 
perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau 
pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 
50% (lima puluh persen) melalui penyusutan aktiva tetap 
kelompok II. 
4) Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat 
dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50% (lima 
puluh persen). 
5) Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan 
bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan 
perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan 
seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva 
tetap kelompok II. 
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7. Penyusutan dan Amortisasi Aktiva Tetap  
Menurut UU PPh Pasal 11 ayat (6), untuk menghitung penyusutan, masa 
manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut: 
Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud 
Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat 
Tarif Penyusutan sebagaimana 
dimaksud dalam 
ayat (1) ayat (2) 





























 Sumber: UU RI No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh 
 
Menurut UU PPh Pasal 11A ayat (2), untuk menghitung amortisasi, masa 
manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut: 
Tabel 2.2 Tarif Amortisasi Harta Berwujud 
Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat 
Tarif Amortisasi Berdasarkan 
Metode 

















Sumber: UU RI No. 36 Tahun 2008 Tentang PPh 
 
8. Tarif PPh Badan 
Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) 
bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap menurut 
UU PPh Pasal 17 adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif 
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tersebut dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima 
persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. 
Berdasarkan UU PPh Pasal 31E, Wajib Pajak badan dalam negeri 
dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% 
(lima puluh persen) dari tarif yang dikenakan atas PKP dari bagian 
peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 
ratus juta rupiah).  
 
9. Cara Penghitungan PPh 
Menurut Waluyo (2010:94), cara menghitung PPh adalah dengan 
mengalikan tarif pajak dengan PKP. 
Rumus PPh yang terutang:  
PPh = Tarif Pajak x PKP 
 
Penghitungan PKP: 
PKP ini didapat dari peredaran bruto yang termasuk dalam objek pajak 
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Rumus Menghitung PKP 
Peredaran bruto (objek ajak Wajib Pajak Badan) XXX 
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan XXX (-) 
Penghasilan netto XXX 
Kompensasi kerugian (jika ada) XXX (-) 
PKP XXX 
 
C. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan 
Fiskal 
1. Perbedaan Antara Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan 
Keuangan Fiskal. 
Menurut Suandy (2008:79), perbedaan antara laporan keuangan komersial 
dengan laporan keuangan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
a. Perbedaan Waktu. 
Adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya 
ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara 
peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 
Perbedaan waktu dapat dibedakan menjadi perbedaan waktu positif 
dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila 
pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban 
untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih 
lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan 
waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih 
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lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi 
mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan 
menurut ketentuan pajak. 
 
b. Perbedaan Tetap. 
Adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan pajak menghitung laba 
fiskal berbeda dengan penghitungan laba menurut SAK tanpa koreksi 
dikemudian hari. Perbedaan tetap dapat dibagi menjadi perbedaan 
tetap positif dan perbedaan tetap negatif. Perbedaan tetap positif terjadi 
karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan 
dan pembebasan pajak. Perbedaan tetap negatif disebabkan adanya 
pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh 
ketentuan fiskal. 
 
2. Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan. 
Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara 
akuntansi komersial dan akuntansi fiskal dapat menimbulkan perbedaan 
dalam menghitung besarnya PKP. Hal ini disebabkan adanya perbedaan 
kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada 
konsep dasar akuntansi dengan akuntansi fiskal yang tujuan utamanya 
adalah penerimaan negara. Wajib Pajak harus selalu mengacu kepada 
peraturan perpajakan yang berlaku dalam menghitung besarnya PKP. Oleh 
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karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan fiskal perlu melakukan 
koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya PKP.  
Koreksi fiskal atas laporan keuangan dibedakan menjadi: 
a. Koreksi fiskal positif 
Adalah penyesuaian yang dilakukan terhadap penghasilan neto 
komersial dalam rangka menghitung PKP yang bersifat menambah 
penghasilan atau mengurangi biaya. 
b. Koreksi fiskal negatif 
Adalah penyesuaian yang dilakukan terhadap penghasilan neto 
komersial dalam rangka menghitung PKP yang bersifat mengurangi 

















A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah studi kasus. Studi kasus 
merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu secara 
menyeluruh dan mendalam sehingga hasil dari penelitian ini hanya berlaku 
untuk objek yang diteliti saja. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di PT. XXX.  
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2012. 
 
C. Subjek dan Objek Penelitian 
1. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini ialah PT. XXX. 
2. Objek Penelitian 




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33 
 
D. Data dan Teknik Pengumpulan Data  
Data–data yang diperlukan dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Data Langsung 
a. Laporan keuangan komersial perusahaan tahun 2010.  
b. Rekonsiliasi fiskal perusahaan tahun 2010. 
c. Rincian biaya dan pendapatan perusahaan. 
2. Data Tidak Langsung 
a. Sejarah perusahaan. 
b. Struktur organisasi. 
c. Data-data lain mengenai gambaran umum perusahaan. 
 
Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah: 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan bentuk teknik pengumpulan data dengan 
melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak–pihak yang terkait. 
Wawancara ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi 
secara lebih terperinci mengenai gambaran umum perusahaan dan juga 
objek yang akan diteliti. 
 
2. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan bentuk teknik pengumpulan data dengan 
mengumpulkan dan mempelajari data yang telah tersedia mengenai objek 
yang akan diteliti. Dalam hal ini, data yang dimaksud ialah berupa data 
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laporan keuangan komersial, rekonsiliasi fiskal, data aktiva tetap beserta 
penyusutannya, serta berupa rincian pendapatan dan biaya. 
 
E. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan 
analisis komparasi. Langkah–langkah yang akan di tempuh adalah sebagai 
berikut: 
1. Membandingkan antara penghitungan PPh yang dilakukan oleh 
perusahaan dengan penghitungan PPh menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Komponen yang dibandingkan 
meliputi: 
a. Cara menentukan penghasilan bruto. 
b. Cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan.  
c. Cara menentukan besarnya PKP. 
d. Cara menentukan besarnya PPh yang terutang. 
 
2. Membuat kesimpulan. 
Penghitungan PPh yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan 
mengacu dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku, 
apabila semua komponen berikut ini dapat terpenuhi: 
a. Cara menentukan penghasilan bruto yang dilakukan oleh perusahaan 
telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.  
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b. Cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan 
telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan. 
c. Cara menentukan besarnya PKP yang dilakukan oleh perusahaan telah 
mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan.  
d. Cara menentukan besarnya PPh yang terutang yang dilakukan oleh 
perusahaan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
 
Akan tetapi, jika salah satu komponen tidak terpenuhi, maka penghitungan 
PPh yang dilakukan oleh perusahaan belum dapat dikatakan mengacu pada 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
A. Sejarah Berdirinya Perusahaan 
PT. XXX didirikan berdasarkan Akte Notaris Ny. Rukmasanti 
Hardjasatya, SH nomor 6 tertanggal 10 Oktober 2003. Setelah itu, mengalami 
berkali-kali proses perubahan akte pendirian perusahaan. Perubahan akte 
pendirian terakhir ialah Akte No.16 tertanggal 4 Agustus 2008 dan telah 
disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
No.AH 4-59856, AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 8 September 2008. PT. XXX 
ini bergerak dalam bidang usaha produk kemasan atau bergerak dalam bidang 
Flexible Packaging dan Converting. Proses pembuatan produk dilakukan 
ketika ada pesanan dari pelanggan.  
Produk-produk kemasan  PT. XXX meliputi kemasan snack, kemasan 
kacang garing, kemasan kacang atom, deterjen. Kemudian PT. XXX mulai 
mengembangkan produk barunya yaitu berupa kemasan air minum (Lid Cup), 
kemasan jeli, tissue, kecap, saos, coklat dan lain-lain. Sampai saat ini PT.XXX 
terus berusaha untuk selalu mengembangkan usahanya. Dalam 
pengembangannya, PT. XXX telah menambah mesin printing, dry lami, dan 
mesin sliting. Selain itu,  output PT. XXX pun meningkat dari 2.000.000 
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B. Maksud dan Tujuan Pendirian 
1. Mendirikan dan menjalankan usaha di bidang industri, percetakan, 
perdagangan dan yang berhubungan dengannya. 
2. Memasarkannya di dalam negeri dan internasional dari hasil-hasil tersebut 
di atas. 
3. Menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan 
tersebut di atas dan menjalankan usahanya dengan baik atas tanggungan 
sendiri maupun tanggungan orang atau pihak lain/ badan lainnya dengan 
cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan mengindahkan semua 
peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku. 
 
C. Prinsip, Visi, dan Misi Perusahaan 
1. Prinsip Perusahaan 
a. Menjadi basis industri kemasan plastik No. 1 dengan melalui 
pengembangan sumber daya manusia dan teknologi. 
b. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, kerja sama dan 
kesejahteraan karyawan. 
 
2. Visi Perusahaan 
Visi perusahaan adalah menjadi industri kemasan plastik dan 
converting dengan mengutamakan kualitas, biaya, pengiriman, keamanan 
dan moral yang terbaik dan mampu menjadi No. 1 di bidang flexible 
packaging. 
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3. Misi Perusahaan 
Misi perusahaan adalah senantiasa mampu memberikan produk 
dan pelayanan yang bermutu serta pengiriman tepat waktu yang sesuai 
dengan persyaratan dari pelanggan. Dalam mencapai sasaran tersebut 
PT.XXX telah menetapkan beberapa sasaran mutu, antara lain: 
a. Bekerja sama dengan pelanggan dan memperlakukan mereka sebagai 
rekan bisnis dengan selalu mengerti dan memenuhi kebutuhan mereka. 
b. Melakukan pengembangan produk baru. 
c. Meningkatkan   keahlian  dan  teknik   operasi   dari   semua   personil 
melalui program pelatihan yang berkesinambungan. 
d. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. 
 








FIN MGR  = Finance Manager 
ACCT MGR = Accounting Manager 
PPIC  = Production Planning Inventory Control 
MTC  = Maintenance 
HRD & GA MGR= Human Resources Department & General Affair 
Manager 
SPV HRD  = Supervisor Human Resources Department 
 
E. Kebijakan Akuntansi 
1. Penyajian Laporan Keuangan 
Penyajian laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga 
perolehan. Laporan Perubahan Posisi Keuangan disusun berdasarkan 
Laporan Arus Kas. Menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang 
dikelompokkan menjadi kegiatan usaha, investasi, dan pembiayaan. 
 
2. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing 
Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. 
Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam rupiah dengan 
menggunakan kurs pada saat terjadi transaksi. Pada tanggal neraca aktiva 
dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam rupiah 
dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. 
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Keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perbedaan kurs dibukukan 
sebagai keuntungan atau kerugian pada usaha tahun berjalan. 
 
3. Aktiva Tetap 
Aktiva tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan. Penyusutan 
dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method). 
Manfaat ekonomis aktiva tetap tersebut sebagai berikut: 
       Tahun 
• Gedung     20 thn 
• Mesin dan Perlengkapan   16 thn 
• Kendaraan       8 thn 
• Perlengkapan Kantor           4 – 8 thn 
• Perlengkapan Lain-Lain          4 – 8 thn       
 
4. Persediaan 
Persediaan dinilai dengan harga perolehan dan pemakaiannya 
mempergunakan metode “Average”. Persediaan meliputi persediaan 
bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. 
 
5. Pengakuan Pendapatan dan Beban 
Pendapatan dari penjualan diakui pada saat penyerahan barang/ 
faktur diterbitkan. Beban diakui berdasarkan metode akrual. 
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6. Taksiran Pajak Penghasilan (PPh) Badan 
Taksiran pajak penghasilan badan pada perhitungan Rugi/ Laba 
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BAB V 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data 
Berikut ini merupakan data-data yang telah diperoleh dari PT. XXX 
dalam mendukung penelitian yang dilakukan, antara lain: 
1. Laporan Keuangan 
a. Neraca 
Tabel 5.1 Neraca 
PT. XXX 
Neraca 
Per 31 Desember 2010 
Keterangan Jumlah Keterangan Jumlah 
Aktiva 
Aktiva Lancar 












































Biaya yang Masih 
Harus Dibayar 






































Sumber: PT. XXX 
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b. Laporan Laba Rugi 
Tabel 5.2 Laporan Laba Rugi 
 
PT.XXX 
Laporan Laba Rugi 
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2010 
Keterangan Jumlah Jumlah 
PENJUALAN BERSIH 
Penjualan Bersih Flexible 
Packaging 





Harga Pokok Penjualan 




Biaya Umum & Administrasi 
Jumlah 
Laba (Rugi) Usaha 
 
PENDAPATAN & BIAYA 
LAIN-LAIN 
Pendapatan (Biaya) Lain-Lain 
Pendapatan Bunga 
Jumlah 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 
 













Rp    400.684.264,00 




















    (2.495.989.551,00)





       (776.503.237,00)
Rp       62.692.840,00
 
62.692.840,00
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2. Harga Pokok Penjualan 
Tabel 5.3 Harga Pokok Penjualan  
Keterangan Jumlah Jumlah 
Bahan Baku Awal 
Pembelian 
Bahan Baku Akhir 
Transfer to waste 
Bahan Baku yang digunakan 
 
Biaya Produksi: 
Biaya Bahan Langsung 
Biaya Tenaga Kerja 
Langsung 
Sub Total Biaya Produksi 
 





Sub Total Biaya Overhead 
Pabrik 
Total Biaya Produksi 



























          412.985.000,00 





Rp       427.417.500,00 
20.641.621.705,00 
(4.906.872.084,00) 

























         (905.995.305,00) 
Rp  28.213.794.950,00
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3. Rincian Biaya 
Tabel 5.4 Rincian Biaya Bahan Langsung 
Keterangan Jumlah 
Biaya Operasi Produksi 
Tinta  










Sumber: PT. XXX 
 





Rp                       406.228.201,00
37.568.290,00
147.000.000,00
Sumber: PT. XXX 
 




Biaya Perbaikan & Pemeliharaan  
Biaya Penyusutan 




Sumber: PT. XXX 
 





Biaya Perjalanan Karyawan 
Biaya Entertainment 
Biaya Tax & Duties 
Biaya Jamsostek (JHT) 







Sumber: PT. XXX 
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Biaya Perbaikan & Pemeliharaan 
Biaya Asuransi 
Biaya Penyusutan 
Biaya Perlengkapan Kantor 
Biaya Perjalanan Karyawan 
Biaya Komunikasi 
Biaya Kewajiban Pajak 
Biaya Bunga 
Biaya Profesional Fee 
Biaya Bank 
Biaya Selisih Kurs 
Biaya Serba-Serbi 
Biaya Jamsostek (JKK + JK) 

















Sumber: PT. XXX 
 
4. Rekonsiliasi Fiskal Perusahaan 
Tabel 5.9 Rekonsiliasi Fiskal Perusahaan 
Keterangan Jumlah Jumlah 
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 
 
Koreksi Fiskal Positif: 
BOP-Biaya Kesejahteraan 
Biaya Penjualan-Biaya Penyusutan 
Biaya Penjualan-Biaya Entertainment 
Biaya Penjualan-Biaya Tax & Duties 
Biaya Umum & Adm-Biaya Kesejateraan 
Biaya Umum & Adm-Biaya Penyusutan 
Total Koreksi Fiskal Positif
 
Koreksi Fiskal Negatif: 
Pendapatan Bunga 
Total Koreksi Fiskal Negatif
 


























      (16.561.975,00)
Rp  160.607.356,00
 
Sumber: PT. XXX 
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5. Kompensasi Kerugian Fiskal Perusahaan 
Tabel 5.10 Laba/ Rugi Fiskal  
No Tahun Keterangan Jumlah 
1 2004 Rugi fiskal (Rp          289.579.602,00) 
2 2005 Rugi fiskal (               447.448.705,00) 
3 2006 Laba fiskal                   27.128.212,00 
4 2007 Laba fiskal                 145.951.479,00 
5 2008 Laba fiskal                 208.248.827,00 
6 2009 Laba fiskal                 138.221.664,00 
7 2010 Laba fiskal                 160.607.356,00 
 Sumber: PT. XXX 
 
 Tabel 5.11 Kompensasi Kerugian Fiskal 
Tahun Rugi/ Laba Fiskal 
Kompensasi Kerugian Fiskal Sisa Kerugian 
Fiskal yang dapat 
Dikompensasikan 
pada tahun 2010 
2005 2006 2007 2008 2009 
2004 (Rp289.579.602,00) 0 Rp27.128.212,00 Rp145.951.479,00 Rp116.499.911,00 0 0 
2005 (    447.448.705,00) 0 0 0 91.748.916,00 Rp138.221.664,00 Rp217.478.125,00 
2006         27.128.212,00 0 0 0 0 0 0 
2007       145.951.479,00 0 0 0 0 0 0 
2008       208.248.827,00 0 0 0 0 0 0 
2009       138.221.664,00 0 0 0 0 0 0 
Jumlah 0 27.128.212,00 145.951.479,00 208.248.827,00 138.221.664,00 217.478.125,00 
  Sumber: PT. XXX 
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B. Analisis Data 
Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menjawab rumusan 
masalah di atas adalah sebagai berikut: 
1. Membandingkan antara penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang 
dilakukan oleh perusahaan dengan penghitungan PPh menurut peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Komponen yang 
dibandingkan meliputi: 
a. Cara menentukan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak. 
Menurut perusahaan, penghasilan ditentukan dari penjumlahan 
semua penerimaan, baik yang diterima dari hasil penjualan produk 
maupun penerimaan yang diterima dari luar penjualan yang bersifat 
menambah kekayaan perusahaan. Berdasarkan tabel 5.12 di bawah ini, 
dapat dilihat bahwa semua pendapatan yang diterima perusahaan dapat 
dimasukan ke dalam komponen penghasilan bruto. Penghasilan bruto 
yang dihitung oleh perusahaan sebesar Rp31.603.864.424,00. 
Sedangkan menurut Pasal 4 UU PPh, penghasilan ditentukan 
atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 
diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan 
untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. 
Apabila terdapat penghasilan yang dikenai pajak dengan tarif yang 
bersifat final ataupun penghasilan  yang dikecualikan dari objek pajak, 
maka penghasilan tersebut tidak dapat digabungkan dalam penghasilan 
bruto. Penghasilan bruto perusahaan menurut undang-undang 
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perpajakan sebesar Rp31.587.302.449,00. Perbedaan cara menentukan 
penghasilan bruto antara perusahaan dengan undang-undang 
perpajakan menyebabkan hasil yang diperoleh pun menjadi berbeda. 
Berdasarkan tabel 5.12 di bawah ini, dapat dilihat bahwa terdapat 
pendapatan bunga sebesar Rp16.561.975,00 yang merupakan pajak 
bersifat final. Oleh karena itu, pendapatan bunga yang berasal dari 
pendapatan bunga deposito dan juga pendapatan bunga bank selama 
tahun 2010 ini tidak boleh digabungkan dalam penghasilan bruto. Hal 
ini mengakibatkan adanya selisih antara jumlah penghasilan bruto 
yang dihitung oleh perusahaan dengan jumlah penghasilan bruto 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.  
 
Tabel 5.12 Perbandingan Hasil Penghitungan Penghasilan Bruto  



























3. Pendapatan Bunga  16.561.975,00 - 
 Total Rp31.603.864.424,00 Rp31.587.302.449,00 
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b. Cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan.  
Cara perusahaan menentukan biaya ialah dengan 
menjumlahkan semua pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk mendapatkan penghasilan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Berdasarkan tabel 5.14 di bawah ini, dapat 
dilihat bahwa semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh       
perusahaan dapat dimasukan ke dalam biaya sebagai pengurang            
penghasilan. Total biaya yang dihitung oleh perusahaan sebesar 
Rp13.463.499.685,00. 
Sedangkan menurut undang-undang perpajakan, biaya 
ditentukan berdasarkan penjumlahan pengeluaran-pengeluaran yang 
mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan 
kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan 
demikian, pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak 
boleh dibebankan sebagai biaya. Menurut undang-undang perpajakan, 
total biaya perusahaan sebesar Rp13.322.976.048,00. Perbedaan cara 
menentukan biaya antara perusahaan dengan undang-undang 
perpajakan menyebabkan hasil yang diperoleh pun menjadi berbeda. 
Berdasarkan Pasal 9 UU PPh, terdapat beberapa pengeluaran 
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perusahaan yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan 
bruto. Dalam kasus ini, biaya-biaya tersebut ialah sebagai berikut: 
1) Biaya Kesejahteraan 
Biaya kesejahteraan merupakan biaya yang dikeluarkan 
untuk pemeriksaan dan pengobatan karyawan demi kesehatan 
karyawan. Biaya pengobatan ini dapat berupa biaya yang 
dibayarkan langsung ke klinik yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan sehingga karyawan tidak perlu lagi membayar biaya 
pengobatan. Biaya pengobatan ini juga dapat berupa biaya 
penggantian yang diberikan perusahaan berupa uang tunai kepada 
karyawan sebagai penggantian atas pengobatan yang sebelumnya 
telah dikeluarkan oleh karyawan. Penggantian ini biasanya hanya 
sebesar 80% dari keseluruhan biaya pengobatan yang telah 
dikeluarkan karyawan.  Akan tetapi, biaya kesejahteraan selama 
tahun 2010 ini merupakan biaya pengobatan yang dikeluarkan 
perusahaan di klinik yang telah ditentukan oleh perusahaan. 
Total biaya kesejahteraan sebesar Rp7.400.016,00 ini 
terbagi dalam biaya overhead pabrik sebesar Rp4.257.416,00 serta 
biaya umum & administrasi sebesar Rp3.142.600,00. Menurut 
Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, biaya kesejahteraan ini 
merupakan bentuk pemberian natura perusahaan kepada karyawan 
sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Oleh karena itu, 
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biaya kesejahteraan sebesar Rp7.400.016,00 ini tidak dapat 
mengurangi penghasilan bruto.  
 
2) Biaya Entertainment 
Biaya entertainment merupakan biaya yang dikeluarkan 
oleh perusahaan sebagai biaya jamuan tamu. Akan tetapi, biaya ini 
tidak didukung oleh daftar nominatif. Menurut SE–27/PJ.22/1986 
Tentang Biaya “Entertainment” dan Sejenisnya, biaya 
entertainment sebesar Rp81.152.647,00 tidak dapat diakui sebagai 
biaya karena tidak didukung oleh daftar nominatif. Oleh karena itu, 
biaya ini tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan 
bruto.  
 
3) Biaya Tax & Duties 
Biaya tax & duties merupakan biaya yang dikeluarkan 
perusahaan untuk pembayaran Surat Tagihan Pajak PPN Masa Juni 
2009. Biaya tax & duties ini tidak dapat mengurangi penghasilan 
bruto karena biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 
membayar sanksi administrasi. Hal ini didasarkan pada Pasal 9 
ayat (1) huruf k undang-undang PPh yang menyebutkan bahwa 
sanksi administrasi tidak dapat mengurangi penghasilan bruto. 
Oleh karena itu, biaya tax & duties  sebesar  Rp44.328,00  ini  
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tidak dapat dijadikan  sebagai  biaya untuk  pengurang penghasilan 
bruto. 
 
4) Biaya Penyusutan 
Biaya penyusutan ini merupakan biaya penyusutan aktiva 
tetap perusahaan selama tahun 2010. Total biaya penyusutan 
sebesar Rp647.994.000,00 terbagi dalam biaya overhead pabrik 
sebesar Rp412.985.000,00; biaya penjualan sebesar 
Rp51.764.000,00; serta biaya umum & administrasi sebesar 
Rp183.245.000,00. Di dalam biaya penjualan terdapat biaya 
penyusutan kendaraan Honda Civic sebesar  Rp25.980.500,00 dan 
juga kendaraan Honda Jazz sebesar Rp14.415.125,00. Sedangkan 
didalam biaya umum & administrasi terdapat biaya penyusutan 
kendaraan Toyota Avanza sebesar  Rp11.362.625,00. Kendaraan 
tersebut merupakan fasilitas kantor yang diberikan kepada 
karyawan tertentu karena jabatannya.  
Menurut peraturan perpajakan biaya penyusutan ini tidak 
dapat diakui seluruhnya. Hal ini didasarkan pada SE-09/PJ.42/2002 
Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian 
Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan yang menyebutkan 
bahwa penyusutan kendaraan yang dipergunakan perusahaan untuk 
karyawan tertentu karena jabatannya hanya dapat dibebankan 
sebesar 50% saja. Oleh karena itu, seharusnya biaya penyusutan 
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55 
 
kendaraan Honda Civic sebesar Rp12.990.250,00; kendaraan 
Honda Jazz sebesar Rp7.207.563,00; serta kendaraan Toyota 
Avanza sebesar Rp5.681.313,00. Total biaya penyusutan yang 
tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar 
Rp25.879.126,00. Sedangkan total biaya penyusutan yang dapat 
dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sebesar 
Rp622.114.874,00 yang terbagi dalam biaya overhead            
pabrik sebesar Rp412.985.000,00; biaya penjualan sebesar 
Rp31.566.187,00; serta biaya umum & administrasi sebesar 
Rp177.563.687,00. 
 
5) Biaya Serba-Serbi 
Biaya serba-serbi sebesar Rp62.459.920,00 terdiri dari 
pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut: 
Tabel 5.13 Biaya Serba-Serbi 
No Keterangan Jumlah 
1. Pemberian bingkisan untuk BCA Rp        415.000,00
2. Pemberian susu kental manis “Enak” & kukubima 8.083.020,00
3. Sumbangan yang diberikan kepada warga dalam rangka Maulid Nabi 100.000,00
4. Sumbangan untuk merenovasi masjid 300.000,00
5. Sumbangan atas meninggalnya Bpk. M. Rafid 500.000,00
6. Sumbangan untuk hari 17 Agustus 2010 100.000,00
7. Snack untuk menjenguk isteri dan anak karyawan 155.100,00
8. Makan siang bersama keluarga kepala shift 766.300,00
Sumber: PT. XXX 
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Tabel 5.13 Biaya Serba-Serbi (Lanjutan) 
No Keterangan Jumlah 
9. Pemberian sarung & sirup Indofood untuk bingkisan lebaran Rp     2.203.600,00
10. Pemberian parcel untuk Lurah         872.900,00
11. Pengeluaran untuk survei tempat tour dan tour karyawan 10.734.600,00
12. Pemberian kartu natal 67.000,00
13. Pengeluaran untuk penerbitan iklan bersama di harian Kompas    17.000.000,00
14. Pengeluaran untuk fotocopy 161.900,00
15. Konsumsi karyawan 8.482.300,00
16. Pengeluaran untuk pengiriman dokumen 3.388.000,00
17. Uang keamanan Babinsa 900.000,00
18. Perpanjangan Surat Domisili Usaha 700.000,00
19. Perpanjangan SIUP 1.000.000,00
20. Transport & konsumsi karyawan yang ikut seminar 3.790.000,00
21. Pengiriman bunga papan untuk peresmian gedung BCA 500.000,00
22. THR untuk Babinsa 200.000,00
23. THR untuk Ikatan Remaja Gambar 100.000,00
24. Sumbangan untuk Desperindag 50.000,00
25. Pengeluaran untuk keperluan kantor 1.890.200,00
 Total Rp   62.459.920,00
Sumber: PT. XXX  
 
Menurut undang-undang perpajakan, tidak semua biaya 
serba-serbi dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. 
Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e, pengeluaran seperti pemberian 
bingkisan untuk BCA, pemberian susu kental manis “Enak” & 
kukubima, snack untuk menjenguk isteri dan anak karyawan, 
makan siang bersama keluarga kepala shift, pemberian sarung & 
sirup Indofood untuk bingkisan lebaran, pemberian parcel untuk 
Lurah, pengeluaran untuk survei tempat tour dan tour karyawan, 
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57 
 
pemberian kartu natal, uang keamanan Babinsa, pengiriman bunga 
papan untuk peresmian gedung BCA, THR untuk Babinsa, serta 
THR untuk Ikatan Remaja Gambar tersebut merupakan pemberian 
dalam bentuk natura dan kenikmatan yang tidak dapat mengurangi 
penghasilan bruto. Oleh karena itu, pemberian natura ini tidak  
dapat dimasukan sebagai pengurang penghasilan bruto.  
Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf g, pengeluaran berupa 
sumbangan seperti sumbangan yang diberikan kepada warga dalam 
rangka Maulid Nabi, sumbangan untuk merenovasi masjid, 
sumbangan atas meninggalnya Bpk. M. Rafid, sumbangan untuk 
desperindag, serta sumbangan untuk hari 17 Agustus 2010 ini tidak 
dapat mengurangi penghasilan bruto. Total biaya serba-serbi yang 








PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
58 
 
Tabel 5.14 Perbandingan Hasil Penghitungan Biaya  
No. Keterangan Menurut Perusahaan Menurut Undang-Undang Keterangan 
1. Biaya Operasi Produksi Rp          212.095.296,00 Rp                212.095.296,00
Hasil penghitungan biaya 
menurut perusahaan 
berbeda dengan undang-
undang karena cara 
menentukan biaya yang 
dilakukan perusahaan tidak 
mengacu pada peraturan 
perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. 
2. Tinta 4.086.443.671,00 4.086.443.671,00
3. Bahan Bakar & Minyak 425.588,00 425.588,00
4. Listrik 838.073.842,00 838.073.842,00
5. Silinder 556.675.284,00 556.675.284,00
6. Bahan Kimia 3.994.766.162,00 3.994.766.162,00
7. Wages 367.129.784,00 367.129.784,00
8. Overtime 35.719.269,00 35.719.269,00
9. Salaries 135.500.000,00 135.500.000,00
10. Biaya Kesejahteraan 7.400.016,00 -
11. THR 132.062.000,00 132.062.000,00
12. Biaya Perbaikan & Pemeliharaan 379.457.531,00 379.457.531,00
13. Biaya Penyusutan 647.994.000,00 622.114.874,00
14. Biaya Gaji 1.193.614.301,00 1.193.614.301,00
15. Biaya Perjalanan Karyawan 89.006.000,00 89.006.000,00
16. Biaya Entertainment 81.152.647,00 -
17. Biaya Tax & Duties 44.328,00 -
18. Biaya Jamsostek (JHT+JKK+JK) 58.396.116,00 58.396.116,00
19. Biaya Lembur 41.515.656,00 41.515.656,00
20. Biaya Asuransi 22.092.675,00 22.092.675,00
21. Biaya Perlengkapan Kantor 554.036.769,00 554.036.769,00
22. Biaya Komunikasi 44.477.388,00 44.477.388,00
23. Biaya Kewajiban Pajak 8.334.800,00 8.334.800,00
Sumber: Data Diolah 
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Tabel 5.14 Perbandingan Hasil Penghitungan Biaya (Lanjutan) 
No Keterangan Menurut Perusahaan Menurut Undang-Undang Keterangan 
24. Biaya Bunga Rp            51.276.603,00 Rp                  51.276.603,00
 
25. Biaya Profesional Fee 15.223.240,00 15.223.240,00
26. Biaya Bank 31.073.370,00 31.073.370,00
27. Biaya Selisih Kurs (182.946.571,00) (182.946.571,00)
28. Biaya Serba-Serbi 62.459.920,00 36.412.400,00
 Total Rp    13.463.499.685,00 Rp          13.322.976.048,00
 Sumber: Data Diolah 
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60 
 
c. Cara menentukan besarnya PKP. 
Menurut perusahaan, cara menentukan besarnya PKP ialah 
dengan cara mencari laba/ rugi menurut fiskal. Laba/ rugi menurut 
fiskal ini merupakan laba/ rugi yang dihitung berdasarkan penghasilan 
bruto menurut peraturan perpajakan dikurangi dengan biaya untuk 
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan menurut 
peraturan perpajakan. Kemudian dikurangi dengan kompensasi 
kerugian apabila pada tahun-tahun sebelumnya terdapat kerugian. 
Berdasarkan tabel 5.15 di bawah ini, maka dapat diketahui bahwa 
besarnya PKP yang dihitung oleh perusahaan ialah nihil. 
Menurut Pasal 6 ayat (1) UU PPh, PKP ditentukan berdasarkan 
penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang akan menghasilkan laba/ rugi fiskal. 
Setelah itu dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal apabila pada 
tahun-tahun sebelumnya terdapat kerugian. Hal ini dilakukan untuk 
menutupi kerugian yang dialami oleh perusahaan pada tahun-tahun 
sebelumnya. Kompensasi kerugian pada tahun 2010 menurut peraturan 
perundang-undangan perpajakan sebesar Rp186.654.502,00. 
Berdasarkan tabel 5.15 di bawah ini, juga dapat dilihat bahwa besarnya 
PKP menurut peraturan perundang-undangan perpajakan sama-sama 
nihil. 
Penentuan besarnya PKP ini merupakan dasar dalam 
menentukan besarnya PPh yang terutang. Oleh karena itu, semakin 
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besar PKP, maka akan semakin besar pula PPh yang terutang. Begitu 
pula sebaliknya, semakin kecil PKP, maka semakin kecil pula PPh 
yang terutang. Berikut ini merupakan tabel perbandingan hasil 
besarnya PKP antara perusahaan dengan undang-undang PPh:  
Tabel 5.15 Perbandingan Hasil Penghitungan PKP 




Penjualan Bersih Flexible 
Packaging 
 
HARGA POKOK PENJUALAN 
Bahan Baku Awal 
Pembelian 
Bahan Baku Akhir 
Transfer to waste 
Bahan Baku yang digunakan 
Biaya Produksi: 
Biaya Bahan Langsung: 
Biaya Operasi Produksi 
Tinta 



























         (912.779.000,00) 




















       11.606.052.996,00 










         (912.779.000,00) 




















       11.606.052.996,00 




           (56.263.340,00) 
Rp  26.855.166.327,00
Sumber: Data Diolah 
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Tabel 5.15 Perbandingan Hasil Penghitungan PKP (Lanjutan) 
Keterangan Menurut Perusahaan 
Menurut Undang-
Undang 
Pesediaan Barang Jadi: 
Awal 
Akhir 
Harga Pokok Penjualan 







Biaya Perjalanan Karyawan 
Biaya Entertainment 
Biaya Tax & Duties 
Biaya Jamsostek (JHT) 
Total Biaya Penjualan 
 









Biaya Perlengkapan Kantor 
Biaya Perjalanan Karyawan 
Biaya Komunikasi 
Biaya Kewajiban Pajak  
Biaya Bunga 
Biaya Profesional Fee 
Biaya Bank 
Biaya Selisih Kurs 
Biaya Serba-Serbi 
Biaya Jamsostek (JKK+JK) 
Total Biaya Adm & Umum 
Jumlah Biaya Usaha 
Laba (Rugi) Usaha 
 
Rp    2.260.366.512,00 
         (905.995.305,00) 
(Rp28.209.537.534,00)










              44.185.289,00 




















              14.210.827,00 
Rp     2.086.481.187,00 
       (2.385.770.476,00)
Rp       953.672.568,00
Rp     2.260.366.512,00 
         (905.995.305,00) 
(Rp28.209.537.534,00)










              44.185.289,00 




















              14.210.827,00 
Rp     2.060.433.854,00 
      (2.359.723.330,00)
Rp       979.719.714,00
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Tabel 5.15 Perbandingan Hasil Penghitungan PKP (Lanjutan) 
Keterangan Menurut Perusahaan 
Menurut Undang-
Undang 
PENDAPATAN & BIAYA 
LAIN-LAIN 
Pendapatan (Biaya) Lain-Lain 
Pendapatan Bunga 







                       - 
Rp   160.607.356,00
      (160.607.356,00)
NIHIL
(Rp 793.065.212,00)
                                -
Rp   186.654.502,00
      (186.654.502,00)
NIHIL
Sumber: Data Diolah 
 
Cara menentukan besarnya PKP yang dilakukan oleh 
perusahaan ini telah mengacu pada peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Berdasarkan tabel 5.15 di atas, dapat diketahui bahwa hasil 
yang diperolehnya sama-sama nihil antara perusahaan dengan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dikarenakan jumlah 
kompensasi kerugian fiskal antara perusahaan dan peraturan 
perundang-undangan perpajakan berbeda. Perusahaan masih memiliki 
sisa kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan pada tahun 2010 
sebesar Rp217.478.125,00. Oleh karena itu, laba fiskal yang diperoleh 
pada tahun 2010 baik oleh perusahaan maupun peraturan perundang-
undangan perpajakan masih dapat digunakan untuk menutupi kerugian 
pada tahun-tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan besarnya PKP 
menjadi sama-sama nihil.  
Meskipun demikian, ketika mencari laba/ rugi fiskal, 
perusahaan melakukan kesalahan dalam menentukan biaya yang dapat 
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dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Di dalam biaya serba-
serbi tersebut terdapat beberapa biaya yang merupakan pemberian 
natura ataupun kenikmatan dan juga pemberian sumbangan.  Menurut 
Pasal 9 ayat (1) huruf e, pemberian dalam bentuk natura dan 
kenikmatan tersebut tidak dapat mengurangi penghasilan bruto. Begitu 
pula menurut Pasal 9 ayat (1) huruf g, sumbangan juga tidak dapat 
mengurangi penghasilan bruto. Akan tetapi, perusahaan mengakuinya 
sebagai pengurang penghasilan bruto. Perusahaan juga telah 
melakukan pembulatan terhadap biaya penyusutan yang terdapat dalam 
biaya penjualan serta biaya umum & administrasi. Menurut peraturan 
perundang-undangan perpajakan biaya penyusutan tersebut tidak dapat 
dibulatkan.  
 
d. Cara menentukan besarnya PPh yang terutang. 
Cara perusahaan dalam menentukan besarnya PPh yang 
terutang ialah dengan mengalikan besarnya PKP dengan tarif PPh 
menurut undang-undang. Menurut perusahaan, PPh terutang 
perusahaan ialah nihil. Hal ini dikarenakan besarnya PKP perusahaan 
ialah nihil. Oleh karena itu, PPh yang terutang pun menjadi nihil. 
Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, PPh yang 
terutang ditentukan dari besarnya PKP dikalikan dengan tarif PPh 
badan sebesar 25%. Apabila peredaran bruto perusahaan kurang dari 
Rp50.000.000.000,00 maka akan mendapatkan tambahan fasilitas 
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sebesar 50% atas PKP sampai dengan R4.800.000.000,00. Menurut 
undang-undang, besarnya PKP juga nihil. Hal ini dikarenakan 
besarnya PKP menurut peraturan perundang-undangan perpajakan juga 
nihil sehingga mengakibatkan besarnya PPh yang terutang pun ikut 
nihil. 
Berikut ini merupakan perbandingan hasil besarnya PPh yang 
terutang antara pihak perusahaan dengan undang-undang PPh: 
Tabel 5.16 Perbandingan Hasil Penghitungan PPh yang Terutang 
Sumber: Data Diolah 
 
Cara menentukan besarnya PPh terutang yang dilakukan oleh 
perusahaan ini telah mengacu pada peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Berdasarkan tabel 5.16 di atas, dapat diketahui bahwa hasil 
yang diperolehnya sama-sama nihil antara PPh terutang yang dihitung 
oleh perusahaan maupun menurut peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Hal ini dikarenakan besarnya PKP yang diperoleh sama-
sama nihil sehingga besarnya PPh yang terutang pun menjadi nihil. Ini 
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2. Membuat kesimpulan. 
Berikut ini ialah komponen-komponen yang dibandingkan dalam 
penghitungan PPh yang terutang antara perusahaan dengan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku, antara lain: 
a. Cara menentukan penghasilan bruto. 
Menurut perusahaan, penghasilan ditentukan dari 
penjumlahan semua penerimaan, baik yang diterima dari hasil 
penjualan produk maupun penerimaan yang diterima dari luar 
penjualan yang bersifat menambah kekayaan perusahaan. Sedangkan 
menurut Pasal 4 UU PPh, penghasilan ditentukan atas setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari 
manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau 
menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Apabila terdapat 
penghasilan yang dikenai pajak dengan tarif yang bersifat final ataupun 
penghasilan  yang dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan-
penghasilan tersebut tidak dapat digabungkan dalam penghasilan 
bruto.  
Cara yang dilakukan oleh perusahaan ini belum mengacu 
pada peraturan perpajakan karena bagi perusahaan semua penghasilan 
yang diterima oleh perusahaan merupakan pendapatan yang harus 
diakui oleh perusahaan sebagai penghasilan tanpa pengecualian. Akan 
tetapi, tidak demikian menurut peraturan perpajakan. Terdapat 
perbedaan pengakuan penghasilan antara yang diakui oleh perusahaan 
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dan undang-undang perpajakan. Ada penghasilan yang tidak dapat 
diakui menurut undang-undang PPh, tetapi dapat diakui sebagai 
penghasilan menurut perusahaan. Dalam undang-undang perpajakan 
masih harus dibedakan antara penghasilan yang menjadi objek pajak, 
penghasilan yang bersifat final, dan juga penghasilan yang 
dikecualikan dari objek pajak. Dalam penelitian ini,  pendapatan bunga 
deposito merupakan penghasilan yang bersifat final. Oleh karena itu, 
penghasilan ini tidak dapat digabungkan dalam penghasilan bruto. 
 
b. Cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan. 
Cara perusahaan menentukan biaya ialah dengan mengakui 
semua pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk 
mendapatkan penghasilan baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Sedangkan menurut undang-undang perpajakan, biaya 
ditentukan berdasarkan pengeluaran-pengeluaran yang mempunyai 
hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha 
atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan demikian, 
pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak 
boleh dibebankan sebagai biaya.  
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Cara yang dilakukan oleh perusahaan ini belum mengacu 
pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini dikarenakan 
menurut perusahaan semua pengeluaran yang dikeluarkan merupakan 
biaya. Akan tetapi, tidak demikian menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan. Terdapat beberapa biaya yang dapat diakui oleh 
perusahaan tetapi tidak dapat diakui menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan. Dalam kasus ini terdapat beberapa biaya 
perusahaan yang perlu dikoreksi, antara lain biaya kesejahteraan, biaya 
penyusutan, biaya entertainment, biaya tax & duties, serta biaya serba-
serbi. 
 
c. Cara menentukan besarnya PKP. 
 Menurut perusahaan, cara menentukan besarnya PKP ialah 
dengan cara mencari laba/ rugi menurut fiskal yang dihitung 
berdasarkan penghasilan bruto menurut peraturan perundang-undangan 
perpajakan dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan menurut peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Kemudian dikurangi dengan kompensasi kerugian apabila 
pada tahun-tahun sebelumnya terdapat kerugian. 
Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan 
perpajakan, PKP ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi 
biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 
akan menghasilkan laba/ rugi fiskal. Setelah itu dikurangi dengan 
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kompensasi kerugian fiskal apabila pada tahun-tahun sebelumnya 
terdapat kerugian.  
Cara yang dilakukan oleh perusahaan ini sudah mengacu 
pada peraturan perundang-undangan perpajakan karena perusahaan 
dalam menentukan besarnya PKP dilakukan dengan mencari laba/ rugi 
fiskalnya terlebih dahulu. Laba/ rugi fiskal ini merupakan laba/ rugi 
perusahaan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Hasil besarnya PKP yang diperoleh antara perusahaan 
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan pun telah sama. 
Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam mencari besarnya laba/ rugi 
fiskal. Perusahaan tidak memperhatikan adanya pemberian sumbangan 
dan juga pemberian dalam bentuk natura. Selain itu, perusahaan juga 
telah melakukan pembulatan terhadap biaya penyusutan. 
 
d. Cara menentukan besarnya PPh yang terutang. 
Cara perusahaan dalam menentukan besarnya PPh yang 
terutang ialah dengan mengalikan besarnya PKP dengan tarif PPh 
menurut undang-undang. Begitu pula menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan, PPh yang terutang ditentukan dari besarnya PKP 
dikalikan dengan tarif PPh. Cara yang dilakukan oleh perusahaan ini 
telah mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan dan 
hasil yang diperoleh pun telah sama  antara perusahaan dengan 
peraturan perundang-undang perpajakan. Hal ini terjadi karena jumlah 
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besarnya PKP telah sama sehingga mengakibatkan besarnya jumlah 
PPh terutang pun menjadi sama-sama nihil antara penghitungan yang 
dilakukan oleh perusahaan dengan penghitungan yang dilakukan oleh 
penulis. 
 
Penghitungan PPh yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan 
mengacu menurut peraturan perundang–undangan perpajakan apabila 
semua komponen tersebut diatas telah terpenuhi. Berdasarkan analisis data 
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penghitungan PPh terutang yang 
dilakukan oleh perusahaan belum mengacu dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa komponen 
dalam penghitungan PPh yang belum mengacu pada peraturan perundang-
undangan perpajakan.  
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71 
 
Berikut ini ialah tabel perbandingan masing-masing komponen yang dibandingkan: 
Tabel 5.17 Perbandingan Komponen Penghitungan PPh 
Komponen yang 
Dibandingkan Menurut Perusahaan Menurut Undang-Undang Keterangan 
• Cara menentukan 
penghasilan bruto. 
Ditentukan dari penjumlahan semua 
penerimaan, baik yang diterima dari 
hasil penjualan produk maupun 
penerimaan yang diterima dari luar 
penjualan yang bersifat menambah 
kekayaan perusahaan. 
Ditentukan atas setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima 
atau diperoleh Wajib Pajak dari 
manapun asalnya yang dapat 
dipergunakan untuk konsumsi atau 
menambah kekayaan Wajib Pajak 
tersebut. Apabila terdapat 
penghasilan yang dikenai pajak 
dengan tarif yang bersifat final 
ataupun penghasilan  yang 
dikecualikan dari objek pajak, maka 
penghasilan-penghasilan tersebut 
tidak dapat digabungkan dalam 






• Cara menentukan biaya 




Menjumlahkan semua pengeluaran 
yang telah dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk mendapatkan 
penghasilan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
Ditentukan berdasarkan penjumlahan 
pengeluaran-pengeluaran yang 
mempunyai hubungan langsung 
maupun tidak langsung dengan 
kegiatan usaha atau kegiatan untuk 
mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang 






Sumber: Data Diolah 
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Tabel 5.17 Perbandingan Komponen Penghitungan PPh (Lanjutan) 
Komponen yang 
Dibandingkan Menurut Perusahaan Menurut Undang-Undang Keterangan 
  Akan tetapi, pengeluaran-
pengeluaran untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara 
penghasilan yang bukan merupakan 
objek pajak tidak boleh dibebankan 
sebagai biaya. 
 
• Cara menentukan 
besarnya PKP. 
Mencari laba/ rugi menurut fiskal 
yang dihitung berdasarkan 
penghasilan bruto menurut peraturan 
perpajakan dikurangi dengan biaya 
untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan menurut 
peraturan perpajakan. Kemudian 
dikurangi dengan kompensasi 
kerugian apabila pada tahun-tahun 
sebelumnya terdapat kerugian. 
Ditentukan berdasarkan penghasilan 
bruto dikurangi biaya untuk 
mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan yang akan 
menghasilkan laba/ rugi fiskal. 
Setelah itu dikurangi dengan 
kompensasi kerugian fiskal apabila 







• Cara menentukan 
besarnya PPh yang 
terutang. 
Mengalikan besarnya PKP dengan 
tarif PPh menurut undang-undang. 












Berdasarkan analisis data di atas, dapat diketahui bahwa penghitungan 
PPh yang dilakukan oleh perusahaan belum mengacu pada peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Cara menentukan penghasilan 
bruto yang dilakukan oleh perusahaan belum mengacu pada peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Hal ini dikarenakan dalam menentukan 
penghasilan  biasanya perusahaan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan 
(SAK). SAK ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
SAK ini biasanya didasarkan pada standar yang dapat diterima secara umum. 
Perbedaan aturan inilah yang membuat penghasilan yang diakui oleh 
perusahaan belum mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Faktor  lainnya ialah karena ada beberapa pendapatan yang tidak bisa diakui 
secara fiskal sedangkan secara komersial dapat diakui. Perusahaan 
menganggap bahwa semua penerimaan yang dapat menambah kekayaan 
perusahaan itu merupakan penghasilan yang harus diakui oleh perusahaan. Ini 
mengakibatkan cara menentukan penghasilan perusahaan menjadi berbeda 
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, 
menagih, dan memelihara penghasilan juga belum mengacu pada peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Perbedaan aturan menyebabkan adanya 
perbedaan dalam pengakuan biaya. Terdapat biaya-biaya yang tidak dapat 
diakui secara fiskal tetapi dapat diakui secara komersial. Bagi perusahaan, 
semua pengeluaran baik yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan 
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maupun yang bukan untuk mendapatkan penghasilan merupakan biaya yang 
harus diakui. Hal ini berakibat pada perbedaan pengakuan biaya antara 
perusahaan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Cara menentukan besarnya PKP yang dilakukan oleh perusahaan telah 
mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dikarenakan 
ketika mencari laba/ rugi fiskal, perusahaan tidak memperhatikan bahwa di 
dalam biaya serba-serbi terdapat adanya pemberian sumbangan dan juga 
pemberian dalam bentuk natura. Seharusnya perusahaan tidak memasukan 
sumbangan dan pemberian dalam bentuk natura sebagai pengurang 
penghasilan bruto. Perusahaan hanya melihat biaya secara garis besarnya saja 
tanpa memperhatikan rincian biaya secara lebih detail. Perusahaan kurang 
tepat dalam menentukan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 
penghasilan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, 
perusahaan juga telah melakukan pembulatan terhadap biaya penyusutan yang 
seharusnya tidak boleh dilakukan. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh 
sama-sama nihil. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan jumlah kerugian 
fiskal yang dikompensasikan pada tahun 2010 antara perusahaan dengan 
peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Cara menentukan besarnya PPh terutang yang dilakukan oleh 
perusahaan juga telah mengacu pada peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Hasil PPh terutang yang diperoleh pun telah sama antara 
perusahaan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Besarnya PPh 
terutang yang dihitung oleh perusahaan maupun yang dihitung menurut 
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peraturan perundang-undangan perpajakan sama-sama nihil. Hal ini 
dikarenakan besarnya hasil PKP yang dihitung oleh perusahaan dengan hasil 
besarnya PKP menurut peraturan perundang-undangan perpajakan telah sama 
sehingga mengakibatkan jumlah PPh yang terutang pun menjadi sama-sama 























Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat disimpulkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang 
dilakukan oleh perusahaan belum mengacu pada peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini terlihat pada kesalahan perusahaan 
dalam melakukan pembebanan terhadap biaya sumbangan dan juga pemberian 
dalam bentuk natura ataupun kenikmatan. Seharusnya biaya tersebut tidak 
dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Meskipun demikian, 
hasil besarnya PPh yang terutang menurut perusahaan dengan hasil besarnya 
PPh yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan pada 
tahun 2010 sama-sama nihil.  
 
B. Saran 
1. Bagi Perusahaan 
Sebaiknya perusahaan dapat lebih cermat dan teliti dalam 
menentukan biaya mana saja yang boleh diakui menurut peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini dimasudkan agar 
tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penghitungan PPh yang terutang 
sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya tidak hanya meneliti 
tentang penghitungan PPh saja, tetapi dapat meneliti lebih dalam lagi dari 
segi lainnya, misalnya saja mengenai koreksi fiskal atau pun mengenai 
pengisian SPT.  
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1. Bagaimana cara perusahaan dalam menentukan penghasilan bruto? 
2. Bagaimana cara perusahaan dalam menentukan biaya yang boleh dikurangi 
dari penghasilan bruto? 
3. Bagaimana cara perusahaan menentukan besarnya PKP? 
4. Bagaimana cara perusahaan menentukan besarnya PPh yang terutang? 
5. Apa yang dijadikan acuan oleh perusahaan dalam menentukan pendapatan dan 
juga biaya? 
6. Terdiri dari apa sajakah biaya lain-lain? 
7. Terdiri dari apa sajakah pendapatan lain-lain? 
8. Terdiri dari apa sajakah biaya serba-serbi? 
9. Bagaimana menentukan masa manfaat aktiva tetap perusahaan? 
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Tabel Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap  










Fiskal Tahun Harga 
1. Kelompok 1: 
¾ Perlengkapan Kantor & Mebel: 
- Meja kantor 
- Printer HP deskjet 3550 
- Printer Epson LX-300 
- Meja besar 
- Meja Komputer 
- Computer AMD XP-2200 
- Computer Intel Celeron 
2.06HZ 
- Computer P4 2.8GHZ & 
monitor 
- Computer Celeron 2.4GHZ 
- Computer HP Pavilion 426 
- Mesin Tik 
- Printer LQ-2180 
- UPS Sendom 1200VA 
- Meja Laci AD 084S 
- Meja sofa kaca 
- Mesin Fotocopi 
- Meja 1 
- Meja 2 



































































































































Sumber: Data Diolah 
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Tabel Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap (Lanjutan) 










Fiskal Tahun Harga 
 - UPS Sendom 1200VA 
- ACER Notebook Travmate 
- UPS ICA 2 KVA SE-2000 
- Set Meja Kerja Direktur (2bh 
Meja) 
- Set Meja Kerja (Bentuk L) 
- Meja Samping 
- Set Meja Diskusi 
- Set Meja Rapat Sedang 
- Set Meja Rapat Besar 
- Printer LQ-2180 
- LCD Touch Screen 
- Kamera CCTV 
- TV LG 42" LE42 5500 
- Komputer Pentium Intel 




























































Rp      116.875,00  
2.752.000,00
1.258.000,00











Rp      116.875,00  
2.752.000,00
1.258.000,00











2. Kelompok 2: 
¾ Perlengkapan Kantor & Mebel: 
- Kursi secretary 
- Kursi lipat 
- Lemari  































Sumber: Data Diolah 
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Tabel Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap (Lanjutan) 










Fiskal Tahun Harga 
 - Kursi 1 
- AC Chang Hong 1 1/2 pk 
- Filling Cabinet 2 
- Kursi Kantor 
- AC Chang Hong 1pk 
Window 
- Kursi 2 
- AC Chang Hong AC SPLIT 
CS-C12P3 
- AC SPLIT 1 PK 
- Kursi Direktur (Kulit/ Hitam) 
- Kursi Hadap (Kulit/ Hitam) 
- Kursi Sandaran 3/4 Tinggi 
(Kain/ Hitam) 
- Lemari File (2 Pintu Sliding 
Gading) 
- Rak File Gantung (Nempel 
Di Tembok) 
- Kursi secretary (Warna 
Kuning) 
- Kursi Roda 


























































































































Sumber: Data Diolah 
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Tabel Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap (Lanjutan) 










Fiskal Tahun Harga 
 - AC 3/4 PK, 11/2 PK, 2 PK 
 
¾ Kendaraan Fasilitas Karyawan: 
- Honda Civic 
- Honda Jazz 































3. Kelompok 3: 
¾ Mesin & Peralatan: 
o Flexible: 
- Mesin Slitting PR-102L 
- Recover Laminating Roll 
- Sparepart Genset 1 
- Mesin Slitting SL 130V 
- Recover Press Roll dan 
Iron Shaft 
- Sparepart Genset 2 
- Dudukan Doctor Blade 
- Sparepart Genset 3 
- Diaphram Pump 
- Refrigerated Air Drayer 
- Oil removal Filter 





















































































Sumber: Data Diolah 
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Tabel Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap (Lanjutan) 










Fiskal Tahun Harga 
 - Sparepart Water Chiller  
- Roll Press Printing 1 
- Handlift Hydrolik 
- Roll Press Printing 2 
- Tension Controler Type 
YN121z + Load Cell 
- Magnetic Roll 1 
- Magnetic Roll 2 
- Roll Press Printing 3 
- Chilldrum Cooling Roll 
- Air Shaft Extru 
- PID Card 
- UP Down Speed 
- Osclliscope  
- DEC Drive, Mentor 
- Load Cell Tlipe LC 21 
- Auto Tensile Tester 
- Air Shaft 3” x 1395mm 
- Roll Karet Printing OD 160 
x L 980 
- Roll Karet Printing 
- DC Drive Type DC 21S 





































































































































Sumber: Data Diolah 
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Tabel Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap (Lanjutan) 










Fiskal Tahun Harga 
 - Air Compressor 7,5Kw/ 
10Hp 
- Air Compressor 4Kw/ 
5,5Hp 
- Hand Pallet 3 T685x1220 
- Fiber Optik 
- Kabel NYA 95mm 
- Kabel NYY 150mm 
- Kabel NYYHY 4x35mm 
- Kabel NYY 1x185mm 
- Centrifugal Fan 18,5Kw/ 
25Hp 
- Centrifugal Fan 7,5Kw/ 
10Hp 
- 8 Color Rotogravure 
Printing Machine 
- Video Inspection 
- Dry Laminating Machine 
(DL 150) 
- Full Automatic Slitting 
Machine (FSD 300) 





































































































        















Sumber: Data Diolah 
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Tabel Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap (Lanjutan) 










Fiskal Tahun Harga 
 - Dudukan Mesin (Printing 
& Dry) 
- Dc Drive DC 218S 
- Handlift 1500kg 
- Actuator Kawaki KC 150-
20(EPC REWIND) 
- Fabrikasi Bak Tinta Mesin 
Printing 
- Genset Merk "Morris"15 
KVA 3 Phase 
- Stroboscope Analog 1 
Lamp 
- Fabrikasi Blade Holder 
- Aging Room 
- Air Expander Shaft 3" For 
Slitting Machine 
- Air Expander Shaft 3" For 
Dry Lami Machine 
- LCD Touch Screen utk Dry 
Lami 













































































































        
419.635,00
Sumber: Data Diolah 
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89 
 
Tabel Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap (Lanjutan) 










Fiskal Tahun Harga 
 - Air Compressor 7,5 Kw/ 
10Hp 
- Air Dryer 2 
- Filter Air Dryer Merk 
Swan 
- Sentrifugal Fan 
- Powder Brake Dry 
Laminating 
- Stroboscope Printing 
- Furnisher Roll Dry 
Laminating 




- Sparepart Genset 4 
- Sparepart Genset 5 
- DC drive 21 M / 250 A 
- Sparepart Genset 6 
- Timbangan digital 














































































































Sumber: Data Diolah 
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
90 
 
Tabel Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap (Lanjutan) 










Fiskal Tahun Harga 
 - Grooving diamond ruster 
msn zochi 












Rp      200.000,00
6.475.750,00




o Gedung Fleksible: 
- Gedung Fleksible 
- Peralatan Listrik 
- Perbaikan Lantai Dry Lami 
Stainless Steel 
- Partisi Alumunium 
- Kanopi 1 
- Lantai Dry Lami 
- Kanopi 2 
- Epoxy Lantai 
 
o Gedung LLDPE: 
- Gedung LLDPE 
- Peralatan Listrik 
 
o Gedung Kantor: 



























































































Sumber: Data Diolah 
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91 
 
Tabel Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap (Lanjutan) 










Fiskal Tahun Harga 
 - Mess 
- Ruang diesel 
-  Pos Satpam 
- Sarana Jalan Lengkap 
- Peralatan Listrik 
- Pembuatan Sumur “SUB 
MERSIBLE” 
- Renovasi Gedung DPI 




















































 Total Penyusutan    Rp 647.994.000,00 Rp 622.114.874,00
Sumber: Data Diolah 
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
